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ABSTRAK

Pemerintah membentuk dan mensahkan UU No 38 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, dengan tujuan memberikan pelayaan kepada muzzaki di
Indonesia, meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan demi kesejahteraan
masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
Fungsi sosial agama menjadi poin utama dalam pelaksanaan zakat, dengan sasaran
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan UU ini, pemerintah
membentuk dua lembaga pengelola sebagai penegak hukumnya, yaitu Badan Amil
Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang pertama asli buatan
pemerintah dan yang kedua lebih kepada prakarsa serta pengajuan masyarakat.
Kedua lembaga ini diberi kewenangan untuk mengelola dana zakat yang terhimpun
dari muzzaki. Oleh karenanya secara ideal kedua lembaga itu diharapkan dapat
mewuyjudkan tujuan dari UU, akan tetapi kenyataan sckarang, tujuan tersebut belum
juga tercapai, kesejahteraan dan keadilan sosial belum terlihat meningkat.
Sebenarnya ada apa dengan pengelolaan zakat, dimana letak kekurangannya, dan
sebenarnya seberapa potensialnya UU No 38 tahun 1999 ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan ini menarik untuk
diteliti dengan tujuan untuk mengetahui upaya optimalisasi pengelolaan zakat yang
dicanangkan oleh UU ini, yang ditujukan pada aspek manajemen serta mekanisme
aplikatif yang terjadi di lapangan, dalam hal ini BAZ/LAZ. Penyusun kemudian
merumuskan permasalahan menjadi; Apakah pelaksanaan pengelolaan zakat di
LAZIS Syuhada telah optimal dilaksanakan? Apa kendala dan hambatan yang
berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZIS
Syuhada?

Penelitian ini memiliki konsentrasi pada permasalahan optimalisasi
pengelolaan zakat yang dilakukan di LAZIS Syuhada serta identifikasi peluang dan
tantangan-tantangannya. Suatu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis,
memakai pendekatan yuridis-normatif serta metode berpikir induktif. Penelitian
dilakukan terhadap data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada belum optimal, program-program LAZIS
masth belum sepenuhnya direalisasikan, terkadang tidak kontinu dan terkadang
berakibat pada kemandegan dinamika LAZIS, terutama segi kepercayaan umat
kepada LAZIS. Selain itu problem internal juga menjadi kendala berarti dalam
menjalankan manjemen zakat di LAZIS Syuhada. Kemudian belum adanya
kewenangan pemungutan yang jelas bagi LAZIS juga mempersulit pencapaian
tujuan pengelolaan dalam Pasal 5 UU No. 38 tahun 1999, untuk itu jika dianggap
dapat mensukseskan optimalisasi pengelolaan zakat sebaiknya kewenangan tersebut
diatur lebih lanjut oleh peraturan yang baku.

Keberhasilan manajemen zakat memerlukan adanya integrasi antara
pemerintah, BAZIS/LAZIS, para cendekia, para ahli, para da’i serta terutama
adalah partisipasi masyarakat muslim Indonesia, sehingga sarana pelayanan umat
serta peningkatan peran dan fungsi pranata keagamaan bagi kesejahteraan dan
keadilan sosial dapat terwujud, dan terpenting adalah hasil guna dan daya guna
zakat bisa sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi
ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22

Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o ba' b be
o ta' t te
A sa 5 es (dengan titik di atas)
23 jim j je
d ha' h ha (dengan titik di
« kha' kh bawah)
4 dal d ka dan ha
3 zal Z de
J ra r zet (dengan titik di atas)
3 zai z er
W sin s zet
o syin sy es
LS sad $ es dan ye
o= dad d es (dengan titik di bawah)
= ta' t de (dengan titik di
i za' 2 bawah)
< ‘ain . te (dengan titik di bawah)
d gain g zet (dengan titik di bawah)
= fa' f koma terbalik di atas
= qaf q ge




& kaf k ef

d lam 1 qi

¢ mim m ka

O nun n ‘el

3 wawu w 'em

. ha' h 'en

$ hamzah i W

o ya' y ha

apostrof

ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

Odialia ditulis muta‘aqgidin
e ditulis ‘iddah
C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

s ditulis hibbah
Lo ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h

AEPIEWES ditulis kardmah al-auliya'

“ri



3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis t.

PR ditulis zakatul fitri

D. Vokal Pendek

— fathah ditulis a
—_— kasrah ditulis i
I dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
1 fathah + alif ditulis a
aglala ditulis jahiliyyah
2 fathah + ya' mati ditulis a
e o ditulis yas‘a
3 kasrah + ya' mati ditulis i
pS ditulis karim
dammah + wawu mati - i
4 g ditubis furid
Uay i ditulis
F. Vokal Rangkap
1 fathah + ya' mati ditulis ai
P ditulis bainakum
5 fathah + wawu mati ditulis au
Jds ditulis qaulun




G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

aill ditulis a'antum
2o ditulis viddat

S oA ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah
ol ditulis al-Qur' an
ol ditulis al-Qiyas

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(el)nya.

elaudl ditulis as-Sama'
caadd) ditulis asy-Syams
1. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya.
wa il 5 9 ditulis Zaw al-furad
Gl Jal ditulis ahl as-sunnah
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun Islam ketiga, pada dasarnya wajib ditunaikan oleh setiap
umat Islam yang memiliki harta dan memenuhi kriteria wajib zakat yakni harta yang
mencapai batas nisab sesuai dengan ketentuan agama.' Zakat dapat dibagi menjadi dua
macam: pertama, zakat yang berkaitan dengan badan yaitu zakat fitrah dan kedua, zakat
yang berkaitan dengan harta yaitu zakat mal

Zakat fitrah adalah zakat dalam bentuk makanan yang mengenyangkan seperti
beras, gandum dan jagung yang menjadi makanan pokok, hukum melaksanakannya
adalah wajib® atas tiap-tiap orang Islam laki-laki atau perempuan, besar dan kecil,
merdeka atau hamba, dengan membayar zakat sebanyak 3 liter atau 2,5 Kg.* Pelaksanaan
zakat fitrah tersebut adalah satu tahun sekali yaitu tiap-tiap hari raya ‘Idul Fitri,? atau
pada saat terbenamnya matahari pada hari terakhir pada bulan Ramadan.® Zakat fitrah

juga dikatakan sebagai zakat badan (bukan zakat yang berkaitan dengan harta seséorang).

" Nahzar Muhdi, “Zakat Untuk Pemberdayaan”, Iklas Beramal, Nomor 24 Tahun ke-V (Jakarta:
November 2002), hlm. 6.

? Ymam Taqiyuddin, Kifayah al-akhyar, (ttp. Serikat Nur Asia, ..), I 172.

? Husen Bahresj, Pedoman Figh Islam (al-lkhlas, t.t.), him. 123.

* Ibid, him. 319.

* Sulaiman Rasyid, Figh Islam , (Jakarta: Attahiriyyah, t.t.), him. 203.

® Muhammad Bagir al-Habsyi, Figih Praktis Menurut al-Qur‘an as-Sunnah dan Pendapat Para

Ulama, cet. Ke-5, (Bandung: Mizan, 1999), him. 320.
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Sedangkan zakat mal merupakan zakat dari harta yang dimiliki seseorang yang
telah mencapai nisab (kadar tertentu yang ditetapkan) dengan tujuan untuk
membersihkan dan mensucikan harta.

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang berpotensi untuk
berkembang atau dapat bertambah, baik dengan cara diusahakan maupun harta tersebut
dapat berkembang dengan sendirinya. Adapun sasaran pembagian dari harta zakat
tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, ibn sabil fisabilillah, al-gharim’

Salah satu kemaslahatan yang perlu ditegakkan adalah kemaslahatan yang
menyangkut harta benda. Kemaslahatan harta benda ialah bagaimana harta benda itu bisa
digunakan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini ajaran Islam menempatkan harta
benda dalam jajaran lima kemaslahatan dasar (a/-kulliyah al-khams) karena merupakan
salah satu yang menjadi kebutuhan dasar (daruriyalh) dalam kehidupan manusia, karena
itu merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.”

Islam juga mengatur bahwa memperoleh harta harus melalui cara yang baik,
‘begitu pula dalam memanfaatkannya juga harus disalurkan untuk kebaikan. Dalam kaitan
inilah, Islam kemudian memberikan jalan buat pengelolaan harta secara baik dan benar
sesuai dengan fungsi utamanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Selain untuk
memenuhi kebutuhan pribadi, harta juga harus dinafkahkan untuk kepentingan sosial.

Salah satu lembaga yang telah dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh

' Lahmudin Nasution, Figih, (ttp: Logos, t.t.), I: 180. Lihat pula, Husein Bahresj, Pedoman Figis
Islam, (Surabaya: al-Tkhlas, t.t.), hlm. 121.

®Alie Yafie, Menggagas Figih Sosial, (Bandung: Mizan, 1994), him. 169.




seseorang atau badan sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan
kepadanya yaitu adalah zakat.’

Maka dari itu, Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999,
tentang Pengelolaan Zakat yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI
Nomor 373 Tahun 2003, dan Keputusan Dirjen Bimas serta Urusan Haji Nomor D- 291
Tahun 2000 tentang Teknis Pengelolaan Zakat'® sebagai yuridis formal untuk dapat
dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan.

Dibentuknya i’eraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat adalah untuk
meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan
tuntutan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatnya hasil guna dan
daya guna zakat,''sehingga permasalahan seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial di
masyarakat z.ikan teratasi dengan baik. Hal tersebut di atas dinyatakan dalam Pasal 5 ayat
(1-3).

Namun ruang lingkup Undang-undang ini, dipahami secara umum cenderung
belum dapat mengkondisikan masyarakat, dan banyaknya kendala yang membuat
lembaga-lembaga pengelola —dalam konteks ini Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga
Amil Zakat (LAZ)- kesulitan untuk dapat berjalan lebih optimal dalam melaksanakan
ketetapan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Misalnya

dalam kepercayaan publik, masalah yang sering menghambat penarikan dana publik apa

* Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, cet. Ke-1, (Jakarta: UI Press,
1998), him. 77.

'° Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

" Ibid.




pun namanya adalah persoalan kepercayaan. Persoalan kepercayaan publik merupakan
faktor penentu dari keberhasilan penarikan dana dari publik. Jika persoalan kepercayaan
publik belum tuntas terjawab, maka efektivitas penarikan adalah sebuah masalah.'

Problem dari optimalisasi peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan publik
bermuara pada penumbuhan kepercayaan publik. Beberapa hal yang mempengaruhi
kepercayaan publik adalah kesiapan perundangan-undangan zakat, aparat zakat dan amil
zakat yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk berkembang, pemberian
kepastian hukum pada setiai; pelanggaran pembayaran zakat secara adil, dan harmonisasi
dalam pengambilan zakat."

Selain problem di atas, masih terdapat kendala-kendala yang harus segera diatasi,
diantaranya lemahnya sosialisasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat beserta peraturan di bawahnya, kenyataan di lapangan menunjukkan
masih sangat banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami peraturan
perundang-undangan tentang pengelolaan zakat ini."* Padahal Undang-undang Nomor 38
Tahun 1999 sudah berjalan hampir 2 tahun.

Selain itu, diperlukan juga berbagai perangkat lain yaitu standarisasi mutu sumber
daya manusia (SDM) amil zakat. agar SDM yang menjadi amil zakat adalah orang-orang
yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan profesional, maka diperlukan suatu standar

kualifikasi sumber daya manusia amil zakat. Pada akhirnya, dibutuhkan suatu sistem

‘“  Eko Novianto  Nugroho,  "Optimalisasi  Relasi =~ Zakat dan  Pajak’,
http.//'www.suaramerdeka.com/harian/0510/27/0pi3.html, akses jum’at, 24 juli 2006.

3 Ibid

4 Abdul Karim, “Undang-undang Jalan di Tempat”, htp://www.imz.or.id, akses jum’at, 24 Jjuli
2006.



sertifikasi dan uji kelayakan (fit and proper test) terhadap SDM yang akan berkiprah
sebagai amil zakat.'® |

Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat diatur dalam dua lembaga. Pertama, yang
dinamakan Badan Amil Zakat (BAZ). Badan ini dibentuk pemerintah mulai tingkat pusat
(Nasional), Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Di tingkat desa atau kelurahan dibentuk
Unit Pengumpul zakat (UPZ). Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga
Pengelolaan zakat yang dibentuk masyarakat. Namun kepengurusannya harus mendapat
pengukuhan dari pemerintah, éan lembaga ini juga harus melaporkan pelaksanaan
tugasnya kepada pemerintah secara periodik. -

Dewasa ini kebanyakan masyarakat yang tergolong muzakki, mengeluarkan zakat
dengan sendiri-sendiri, hal ini disebabkan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat
tidak menerapkan manajemen, asas akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan
pengelolaan zakat.'” Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat kurang
mampu bersifat proagktif melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Kemudian pada dasarnya Undang-undang merupakan institusi yang digunakan
untuk mengatur masyarakat, apakah Undang-undang itu benar-benar mengatur
masyarakat dan menimbulkan ketertiban, atau sebaliknya. Maka penegakan hukum dapat

dibicarakan dalam dua kategori besar, yaitu semata-mata dilihat dari peraturan, sebagai

** Ibid.
'S pasal 1Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat .

' Nazar Muhdi, “Zakat Untuk Pemberdayaan”....him. 6.



kelanjutan logis diciptakannya peraturan hukum. Dan kedua, sebagai keterlibatan
manusia dalam proses bekefjanya hukum.**

Menurut Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, BAZ/LAZ merupakan badan
pelaksana dari Undang-undang, yang seharusnya dapat selaras dengan ketentuan-
ketentuan yang di dalamnya, salah satunya bahwa BAZ/LAZ harus melayani masyarakat
dalam menunaikan zakat secara berkeadilan sosial, sehingga hasil guna dan daya guna
zakat yang lebih optimal akan tercapai, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1-3).

Oleh karena itu sebuah penelftian optimalisasi penerapan Undang-undang sangat
diperlukan, sebab Undang-undang adalah peraturan yang dibuat untuk ditegakkan, dan
sebab itu ada penegaknya. Sama halnya dengan Undang-undang No 38 tahun 1999 yang
secara jelas terlihat melibatkan beberapa unsur dalam penegakkannya yaitu pengelola —
BAZ/LLAZ-, muzakki, mustahiq, dan Undang-undang itu sendiri.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqoh (LAZIS) Masjid Syuhada merupakan salah
satu lembaga penegak Undang-undang No 38 tahun 1999 tersebut. Dengan visi menjadi
Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh (LAZIS) yang amanah dan professional,
aalam rangka menuju tujuan YASMA Syuhada, © lembaga ini telah melakukan berbagai
usaha kreatif dan membangun. Namun apakah LAZIS Syuhada telah menerapkan sistem
pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang-undang No 38 tahun 1999 atau belum?

Dengan pertimbangan bahwa lembaga ini hanya merupakan bentuk kedua dari tipe

'* Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, cet. Ke-2, (Surakarta: Muhammadiyah University ¥res.
2004), him 174.

' Yayasan Asrama dan Masjid (YASMA) Syuhada ialah sebuah yayasan yang didirikan pada
tanggal 25 Mei 1952 dan disahkan dengan akta notaries R.M. Wiranto pada tanggal 1 Agustus 1952,
bertugas memelihara dan mengurus serta mengawasi Masjid Syubada dan asrama-asrama mahasiswa,
“Sekilas Data dan Fakta Masdjid Sjuhada (Tjatatan Ketjil dalam Rangka Ulang Tahun Masdjid Sjuhada’
ke-18)” (Yogyakarta: Yayasan Asrama dan Masjid (YASMA), t.t.), him. 12.




lembaga yang diakui oleh Undang-undang ini, namun mobilitasnya begitu signifikan dan
termasuk LAZIS yang makin eksis. Apakah keadaan ini hasil dari mengikuti ketentuan
perUndang-undangan ataukah lebih dari sekedar itu? Pengambilan sampel ini bukan
berarti menafikan BAZIS yang menjadi lembaga pokok Undang-undang Nomor 38 tahun
1999, akan tetapi jika LAZIS begitu serius mengejewantahkan Undang-undang ini, maka
seharusnya BAZIS melebihi LAZIS atau setidaknya menyamai.

Ketertarikan penyusun sebenarnya didasari karena terdapat kejanggalan yang
menurut penyusun sangat ironis sekali, yaitu sentral operasional I.LAZIS Syuhada tidak
lagi kepada masalah zakat, tetapi optimalisasi Infaq dan Shadaqoh. Dalam hal ini bisa
saja kemudian LAZIS Syuhada ini menjadi stereotip bagi BAZIS dan LAZIS di
Indonesia, yang hanya mengandalkan pemanfaatan dana Infaq dan Shadaqoh. Alasannya
sangat sederhana kenapa meraka jadi demikian, yaitu kesadaran masyarkaat muslim
dalam membayar zakat baru sampai pada tahap zakat fitrah yang berdurasi satu tahun
sekali.

Dari latar belakang di atas muncul permasalahan untuk dijadikan penelitian
penyu.;,uu yaitu apakah Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
telah diterapkan oleh LAZIS Syuhada dalam hal pelaksanaan pengelolaan zakat? Sebab
hipotesa awal penyusun jika telah optimal diterapkan maka tujuan pembentukan Undang-
undang nomor 38 tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 5 seyogyanya telah dicapai oleh
lembaga tersebut.

Penelitian ini setidaknya akan menjawab tentang penegakan peraturan
perUndang-undangan yang berakibat kepada pencapaian tujuan tertinggi yang dicita-

citakan —Pasal 5 UU No 38 tahun 1999- dan fakta keampuhan peraturan-peraturannya di



samping permasalahan pelaksanaannya oleh BAZ/LAZ di Indonesia, khususnya LAZIS

Syuhada.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pokok
permasalahan yang dibahas yaitu:
1. Apakah pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada telah optimal
dilaksanakan?
2. Apa kendala dan hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan

pengelolaam zakat di LAZIS Syuhada?
C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Mengetahui optimalisasi pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada
dengan menggunakan standar pencapaian optimal yang digariskan oleh UU
No 38 tahun 1999 Pasal 5.

b. Mengetahui peluang dan kendala yang berpengaruh pada usaha optimalisasi
pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada.

2. Kegunaan

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari hasil penelitian adalah:

a. Secara feoritis, dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan
pengetahuan tentang ditetapkannya Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999
tentang pengelolaan zakat sebagai yuridis formal yang harus ditaati dan

dilaksanakan.




b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi upaya

pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam maupun hukum positif.

D. Telaah Pustaka -

Diskursus permasalahan zakat memang merupakan hal yang tidak asing lagi, baik
itu kalangan cendekiawan, para ulama, maupun para ilmuwan. Ada banyak perspektif dan
pendekatan yang berbeda-beda dalam pengkajiannya, baik itu sosiologis empiris maupun
konseptual. Akan tetapi, skripsi yang membahas téntang penegakkan Undang-undang
Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat di BAZ/ILAZ secara khusus sejauh
pengamatan penulis belum ditemukan.

Meskipun demikian, telah ada karya tulis yang membahas zakat mengenai
pandangan politik hukumnya, atau mengenai hubungan kewajiban zakat dengan pajak
baik itu secara tersendiri maupun dikomparasikan dengan pandangan lainnya, diantaranya:

Ahmad Rofiq, Figh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial’. Buku ini
menempatkan bahwa pemerintah sebagai pengelola harus lebih menegaskan gerakan
sadar zakat, karéna pemerintah sebagai penanggungjawab untuk melopori segala bidang
mulai dari pengelolaannya, distribusi, serta manajemen yang diimplementasikan dalam
lembaga pengelolaan yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ),
maka Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat harus lebih
diefektifkan.

Ismail Muhammad Syah dkk, dalam bukunya Filsafat Hukum Islam sedikit

menyinggung permasalahan zakat terutama ditinjau dari filsafat hukum. Mengatakan

% Ahmad Rofiq, Figh Kontekstual dari Normatif , cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004;,
hlm. 288.
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bahwa, secara global kewajiban berzakat mempunyai ciri-ciri zasyrf yang universal dan
bersifat kemanusiaan yang berlandaskan pada moral (akhlak) yang mulia serta dapat
memberikan kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik dunia maupun akhirat.'

Bahan pustaka lain yang didapatkan penulis adalah buku Teori Komprehensif
tentang Zakat dan Pajak oleh Gazi Inayah, yang di dalamnya menjelaskan zakat dan
pajak merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim di mana zakat sebagai aspek
spiritual dari perintah Allah yang dinafkahkan secara baik dan benar, maka pajak
merupakan upaya institusional perintah Allah tersebut, dat; dia menafikan sifat pajak dari
zakat serta menafikan tanda-tanda persamaan unsur-unsur keduanya.?

Adapun Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya Figh az-Zakah yang kemudian
dialihbahasakan oleh Salman Harun dkk, menyebutkan bahwa zakat merupakan suatu
sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban sebagai agama, dan membangun
tata sosial ekonomi yang lebih sesuai dengan tuntutan agama sehingga dapat
memperbaiki penyimpangan-penyimpangan serta meluruskan peraturan yang dapat
mengembalikannya kepada jalan yang lurus sesuai dengan hukum Islam.?

Dalam bentuk skripsi, studi tentang zakat telah ada beberapa yang melakukan
penelitian baik dalam studi lapangan (field research) maupun studi pustaka (library
research) diantaranya: Ujang Mukhsin dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum
Islam Tentang Kewajfban Zakat dan Pajak (Studi atas Pasal 14 (3) Undang-undang

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)”. Memaparkan bahwa zakat dan

1 Ismail Muhammad Syah, dkk, Filsafat Hukum Islam, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),
hlm. 5.

2 Gazi Inayah, Teori Komprehensip tentang Zakat dan Pajak, him. 281.

B Yusuf al- Qardawi, Hukum Zakat, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. Ke-7 (Jakarta: Litera
antar Nusa), him. 80.
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pajak itu memiliki persamaan dalam beberapa hal, tetapi juga memiliki beberapa
perbedaan yang sangat mendasar. Kedua-duanya memiliki kewajiban yang sangat
mengikat kaum muslim warga Negara Indonesia.”* Achmadi dalam skripsi yang berjudul
“Studi Analitik Terhadap Pokok-pokok Pikiran Yusuf Qardawi tentang Zakat dan Pajak”.
Kesimpulan yang dikemukakan oleh Achmadi bahwa kurang menyetujui pendapat Abu
Hanifah yang menyatakan tanah yang sudah terkena pajak tidak akan dikenai zakat.
Menurutnya seseorang boleh memilih salah satu apakah akan membayar zakat atau pajak.
Dengan demikian dapat dianggap memenuhi kewajibannya.” kemudian, Mia Zulfitria
dalam skripsinya yang berjudul “Sikap Masyarakat Atas Kewajiban Ganda Membayar
Zakat dan Pajak” (Studi di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul Yogyakarta), menyatakan
masyarakat Desa Sitimulyo sebagian besar cenderung untuk lebih memilih membayar
pajak daripada zakat, dan mereka lebih cenderung untuk menyerahkan zakatnya langsung
kepada orang-orang yang membutuhkan yang berada di lingkungan sekitarnya. Kondisi
ini selain karena kurangnya tingkat kesadaran beragama masyarakat dan tidak adanya
sosialisasi dari badan-badan amil zakat, karena sanksi bagi pembangkang ketentuan pajak

lebih konkrit daripada sanksi bagi pembangkang zakat.?®

“ Ujang Mukhsin, Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi Atas
Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat), Skripsi, Fakultas
Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta 2002). Him. 35.

% Achmadi, “Studi Analitik Terhadap Pokok-pokok Pikiran Yusuf al-Qardawi tentang Zakat dan
Pajak”, Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 1999), hlm. 27.

26 Mia Zulfitria, “Sikap Masyarakat atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak, (Studi di
Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul)”, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2004),
hlm. 45.
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E. Kerangka Teoretik

Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai sistem kenegaraan yang
modern, sehingga pemerintah dalam mengatur tatanan sosial-masyarakat harus
berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, maka politik hukum sering
tertuju kepada realisasi syari’ah dalam kehidupan khususnya bagi umat Islam, termasuk
di dalamnya pelaksanaan serta pengelolaan lembaga zakat yang merupakan salah satu
rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan.

Terbukti dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang
Pengelolaan Zakat sebagai yuridis formal, yang menghendaki adanya pelayanan terhadap
masyarakat muslim yang akan menunaikan zakat, dengan berkeadilan sosial, sehingga
hasil guna dan daya guna zakat yang lebih optimal akan tercapai, sesuai dengan Pasal 5
ayat (1-3).

Tujuan zakat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang tersebut, menyatakan

bahwa: %’

a. Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia
yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana
yang potensial bagi upaya kesejahteraan masyarakat

b. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan
masyarakat yang kurang mampu

 Dalam penjelasan, dengan dibentuknya Undang-undang tentang pengelolaan zakat, diharapkan
dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikn kewajiban zakat dalam menyucikn diri terhadap
harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelolan zakat,
untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Konsidair Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat.
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c. Bahwa upaya menyempurnaan sistem pengelolaan zakat periu terus
ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya
guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian dalam ketentuan umum Undang-undang RI Nomor. 38 Tahun 1999,

disebutkan bahwa:

“zakat merupakan yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan
yang dimiliki oleh seorang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan
kepada orang yang berhak menerimanya”.

Hal ini tentunya menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, mewujudkan
keadilan serta memperkecil kesenjangan sosial.

Pandangan para ulama mengenai pemungutan zakat seperti menurut Wahbah al-
Zuhaily bahwa ulama, baik sa/af (klasik) maupun khalaf (kontemporer) sepakat akan
adanya kewajiban zakat, dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dari [slam. Dan
menurut Jumhur ulama, diantaranya adalah golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah
mengatakan bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada imam atau pemimpin (untuk diatur
pendayagunaannya), dengan syarat menurut golongan Malikiyyah pemimpin itu adil.?®

Menurut Muhammad Abu Zahrah, bahwa para Khalifah sepeninggal Nabi SAW
berkeyakinan bahwa pengumpulan zakat itu adalah wewenang penguasa, bahkan
kewajiban. Orang-orang yang menentang zakat diperangi, sebab zakat merupakan
indikator ketaatan.?’Selanjutnya dia mengutip pendapat Ibnu Abidin bahwa landasan
penarikan zakat adalah kekuasaan penguasa demi melindungi umat.*

Menurut, Ismail Muhammad Syah bahwa zakat merupakan bagian dari hukum

Islam, yang bertujuan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, keturunan

2% Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) juz II, him.
189.

» Muhammad Abu Zahrah, Zakat dalam Persperktif Sosial, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
1995), him. 135.

30 Ibid
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dan memelihara harta benda.’' Zakat sejak awal Islam hingga pada masa Khulafa al-
Rasyidin, telah disyari’atkan bahwa dalam pelaksanaannya dikelola oleh pemerintah atau
yang ditugasi untuk itu.*? Dalam hal ini pemerintah sebagai mediator pengelola (penyalur)
harta zakat dari muzakki ke mustahig. Berarti ketika itu sudah adanya legalitas formal
tentang penarikan zakat di samping nas itu sendiri.
Hal ini merupakan realisasi dari syari’at Islam seperti yang tertuang dalam :
Firman Allah SWT :
Pale aran dily agd (S dDia o agle Juay L peS iy ph ek Baa agll gal (5a 33
Hadis Nabi Muhammad SAW :

M8 30 el s

Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada nasnya dalam al-Qur’an dan as-Sunnabh,
seperti pada Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat terhadap kewajiban umat Islam
untuk menunaikan zakat serta dilaksanakan oleh pengelola sebagai fasilitator dalam
negara yang bukan Islam. Hal ini dapat dicari hukumnya melalui beberapa metode Zjtifiad,
misalnya melalui Qiyas, maslahah mursalah, istishab, istihsan, sebagaimana yang
dilakukan para mujtahid terdahulu. Dari beberapa metode Jjtihad, tampaknya maslahah

mursalah yang sangat membantu memecahkan persoalan tersebut. Maslahah mursalah

3! Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, him. 65-101.

% Artinya ketika harta kaum muslim kaya telah mencapai nisab, maka pengambilan zakat
dilakukan oleh pemerintah atau petugas yang ditunjuk untuk itu. Sebagaimana ditegaskan dalam firman
Allah dalam Surat at-Taubah (9): 103. yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”. Ahmad Rafiq, Figih
Kontekstual dari Normatif, him. 284.

33 at-Taubah (9 : 103).
3 Abu Daud, Sunan Aby Daud (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 94, Hadis Nomor. 1557, Bab Zakat,

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud yang diterima dari Ibnu Sirrih dan Sulaiman bin Daud, dari Tbnu
Wahab, dari Yunus, dari az-Zuhri, dari Abu Bakar r.a.
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adalah mas/ahah di mana syar % tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan mas/ahah,
juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya.35

Masfahah mursalah yang dimaksud dalam hal ini adalah pembentukan BAZ dan
LAZ -hasil dari pembentukan Undang-undang no 38 tahun 1999- sebagai mediator
pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi
Negara serta dapat memberdayakan kemaslahatan bagi umat Islam dalam penunaian
zakat. Kemaslahatan itu dirasakan bagi setiap mustafhig dan muzakki, baik kemaslahatan
jiwa, keturunan, agama, akal sebagai pengabdian umat Islam terhadap Allah SWT. ‘

Pada hakekatnya zakat sebagai harta titipan serta amanat dari Allah yang
digunakan untuk sarana kehidupan manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan
kepada kepentingan bersama dan melarang memberikan harta benda kepada orang yang
diduga keras menyia-nyiakannya.*

Maka dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan zakat merupakan bukti obyektifitas Islam terhadap produk hukum di
Indonesia. Dimana zakat secara subyektif bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa
muzakki. Tetapi sesungguhnya zakat secara obsrektif bertujuan memberikan keadilan dan
kesejahtraan sosial.

Selanjutnya sebagai pelaksana UU Pengelolaan Zakat, BAZ dan LAZ seharusnya
dapat dijadikan ukuran dari keberhasilan pembentukan UU ini. Dalam mengukur

keberhasilan sebuah organisasi dikenal berbagai metode analisis beserta teori-teorinya,

** Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Hmu Usul Figh), alih bahasa Nomorer
Iskandar al-Basyari dan Tolchah Mansoer, Ed. I, cet. Ke-6, (Jakarta: RajaGarafido Persada, 1996), hlm.

126.

3¢ Ismail Muhammad Syah, dkk, Filsafat Hukum Islam, him. 188.
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salah satunya adalah teori SWOT (Internal Strengths Weaknesses Opportunities and
Threats), yaitu sebuah metode analisa dengan membandingkan faktor eksternal Peluang
(Opportunities) dan Ancaman (7hreats) dengan faktor internal Kekuatan (Strengths) dan
Kelemahan (Weaknesses), dengan indentifikasi factor tersebut secara sistematis dapat
dirumuskan strategi lembaga dengan logika memaksimalkan Kekuatan dan Peluang,
namun secara bersamaan meminimalkan Kelemahan dan Ancaman. Usaha ini tentu saja

tidak terlepas dengan misi, tujuan, strategi dan kebijakan lembaga yang ada.’’

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode:
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang
sumber datanya didapat langsung dari lapangan. Adapun sifat penelitian ini bersifat
deskriptif-analisis,’® yaitu mendeskripsikan sistem pengelolaan zakat LAZIS Syuhada
yang kemudian ditarik untuk dicari kesesuaian dengan peraturan perUndang-undangan

nomor 38 tahun 1999,

3" Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis;Reorientasi Ronse;
Perencanaan Strategis untuk Menghadapidbad 21, cet. 12 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.

18-19.

% Anton Bakker, Achmad Charriss Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, cet. Ke-13
{Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 20.
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2. Tehnik dan Metode Pengumpulan data
a. Data Primer
1) Wawancara
Wawancara (interview), yaitu cara pengumpulan data dengan cara tanya
jawab yang langsung dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tujuan
penelitian. Dalam hal ini penyusun akan elakukan wawancara kepada pihak
pengurus LAZIS Syuhada.
2) Dokumentasi
Dokumentasi adalah penelusuran data-data terkait yang ada di lapangan,
dalam hal ini data tentang LAZIS Syuhada, baik tu terdapat dalam dokumentasi
kepengurusan atau yang terdapat di media-media lainnya, serta dokumen-
dokumen tentang Undang-undang nomor 38 tahun 1999 itu sendiri.
b. Data Sekunder
Data ini penyusun peroleh dari penelusuran buku-buku yang ada relevansinya
dengan masalah yang akan dibahas untuk dikaji, baik itu berupa buku-buku, skripsi,
makalah atau majalah dan data-data cetak lainnya yang memang dibutuhkan dalan
penelitian ini.
3. Pendeckatan
Pendekatan yang digunakan adalah sebuah pendekatan Yuridis-Normatif yang
penyusun gunakan untuk melihat objek penelitian yaitu, sistem pengelolaan zakat LAZIS
Syuhada yang kemudian ditarik ke dalam ketentuan perUndang-undangan nomor 38
tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat untuk dicari kesesuaian serta pengoptimalan dalam

pencapain tujuan adanya perUndang-undangan tersebut.



4. Analisis data

Analisis data penyusun yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu
menganalisis data yang terkumpul, dalam hal ni data tentang sistem pengelolaan zakat
LAZIS Syuhada dengan menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perUndang-
undangan dengan memakai metode berfikir induktif yaitu menganalisis kenyataan yang
ada untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah,
tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca pada substansi penelitian ini.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum zakat yang tidak lepas dari
pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, tujuan dan kegunaan, serta macam-macam
harta yang harus dizakati. Dalam paparan ini penyusun menyajikan dataran hukum Islam
dengan berbagai macam konsep dan persepsi mengenai zakat, yang kemudian akan
ditindaklanjuti oleh peraturan perUndang-Undangan sebagai yuridis formalnya.

Bab ketiga, membahas Gambaran pelaksanaan zakat di LAZIS Syuhada, dan
peran fungsi lembaga zakat serta Tinjauan Umum Undang-undang Nomor. 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat yang meliputi sejarah singkat diberlakukannya Undang-
undang. Kemudian gambaran BAZIS dan LAZIS dalam UU No 38 tahun 1999.

Bab keempat, analisis data, Pertama; Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan zakat

di LAZIS Syuhada; Kedua; Hambatan dan kendala optimalisasi pelaksanaan pengelolaan
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zakat di LAZIS Syuhada; Keduanya ditinjau oleh Undang-undang Nomor 38 tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat.
Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang

mengarah pada perbaikan objek penelitian ini.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab di muka maka akhirnya
penyusun mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada masih belum mencapai standar
optimal yang tercantum pada Pasal 5 UU No. 38 Tahun 1999, Tentang
Pengelolaan Zakat serta target organisasi juga belum sepenuhnya
terpenuhi, akan tetapi dari tahun ke tahun LAZIS grafik pendapatan
serta penyaluran meningkat.

2. Kurang optimalnya pengelolaan zakat di LAZIS Syuhada sangat
dipengaruhi oleh beberapa kendala dan hambatan;

a. Internal

1) Manajemen yang belum tertata

2) Belum adanya manajemen gaji karyawan disebabkan tidak
adanya donator yang bersedia menggaji karyawan LAZIS
Syuhada.

3) Masalah gaji mengakibatkan tidak adanya keryawan
professional yang mau bekerja dengan reward yang seadanya.

4) Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-

undangan.

R7
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b. Eksternal

1) Minimnya kepercayaan masyarakat khususnya para muzakki,
terhadap BAZIS dan LAZIS

2) Kendala pertama mengakibatkan kurangnya dana zakat yang
terkumpul di LAZIS Syuhada

3) Tidak adanya kewenangan dalam pemungutan dana zakat dari
muzakki menjadi kendala bagi optimalisasi di LAZIS Syuhada

4) Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan No. 38

Tahun 1999.

B. Saran-Saran

1.

Perlu adanya sosialisasi perUndang-undangan No 38 tahun 1999,
sehingga BAZIS dan LAZIS lebih dapat memahami dan
merealisasikan peraturan-peraturannya.

Perlu adanya pencanangan taget jumlah oleh pemerintah dalam hal
penghimpunan dana zakat, yang kemudian disampaikan kepada
BAZIS/LAZIS, namun harus ada bantuan dari pihak pemerintah dalam
hal kewenangan pemungutan dana zakat oleh BAZIS/LAZIS kepada
para muzzaki di Indonesia.,

Perlu adanya integritas pemerintah, cendekiawan muslim, para da’i dan
BAZIS/LAZIS dalam hal optimalisasi penghimpunan, pengelolaan dan
pendistribusian dana zakat di negara ini

Dengan perkembangan ekonomi masa sekarang ini, perlu adanya

penelitian dari kalangan akademisi atau ulama sehinggga zakat dapat
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direalisasikan secara tepat guna dan memiliki data penggunaan yang
optimal.

. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Badan Amil Zakat (BAZ) harus
lebih dioptimalkan, mungkin dapat mengirimkan duta-dutanya untuk
mendalami ilmu manajeman zakat yang alhamdulillah sekarang telah
ada secara khusus di Institut Manajemen Zakat (IMZ).

. Dihara;;kan adanya penelitian lebih lanjut tentang zakat mengingat
potensi zakat begitu besar di Negara ini, demi terciptanya negeri yang

baldatun tayyibatun wa robbun gafur.
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Lampiran 1

TERJEMAHAN

BAB I

No

Foot Note

Hlm

Terjemahan

14

Ambilah zakat dari scbagian harta mereka. dengan
zakat itu kamu membersihkan dan  mensucikan
mereka. dan mendo alah untuk mereka. sesungguhnya
do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mercka.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

BAB I

Foot —ar Him !

Note

a
b

e & e

Terjemahan

e e 4
f

| Sesungguhmyva beruntunglah orang yang mensucikan

Jiwa itu.

tJ

i
|
Sesungguhnya beruntunglah orang vang membersihkan |
|

diri(dengan beriman). ‘
|

‘ad

Ambilah zakat dan scbagian harta mereka. dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mercka.
dan mendo’alah untuk mercka. sesungguhnyva do’a
kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mercka. Dan
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

24

Dan sesuatu riba (tambahan) vang kamu berikan agar
dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai
keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

24

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian
besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib
Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan
yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia)
dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan
emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan
Allah, maka beritahukanlah pada mereka, (bahwa
mereka akan mendapat) siksa yang pedih. ’

Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan
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25

untuk angangkutan dan ada yang untuk disembelih.
Makanlah daririzki yang telah diberikan Allah
kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syetan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang
nyata bagimu.

13 25
Sesungguhnya zakat-zakat itu. hanyalah untuk orang-
orang fakir. orang-orang miskin. pengurus-pengurus
zakat. para mu'alaf vang dibujuk hatinya. untuk
37 36 | memerdekakan budak. orang-orang yang berhutang.

fisabilillah. sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan
Allah; dan Allah Maha Mengetahui dan Maha
Bijaksana.

IT




Lampiran Il

PEDOMAN WAWANCARA
Bagaimana pengelolaan zakat di Lazis Masjid Syuhada serta
pelayanann apa saja yang diberikan pada Muzakki?
Faktor apa yang mempengaruhi muzakki untuk menunaikan
zakatnya di Lazis Masjid Syuhada?
Bagaimana penyaluran dan pengelolaan yang dilakukan Lazis
Masjid Syuhada?
Bagaimana system manajemen yang dilakukan dalam penyaluran
dana Lazis Masjid Syvuhada?
Bagaimana pandangan Lazis Masjid Syvuhada terhadap lahimya UU
NO 38 Tahun 1999? serta bagaimana tindakan Lazis terhadap

pengelola yang melakukan kesalahan dalam penyaluran dana zakat?

117
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Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 1999
Tentang
Pengelolaan Zakat
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia

Menimbang : a. Bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemardekaan tiap-tigp penduduk
untuk beribadat menurut agama masing-masing,

b. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat islam Indonesia yang mampu dan hasil
pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan

kesejahtsraan masyarakat;

¢. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indnnesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;

d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar
pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan,
e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, ¢, dan d. Perlu dibentuk Undang-unadang

tentang pengelolaan zakat;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayal (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Lindang-undang Dasar
1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X'MPR/1998 tentang Pokok-pokok
Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional
sebagai Haluan Negarz,

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerirtahan Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Memutuskan:
Menetapkan: Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat,
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan pengumpulan dan pendistribusian serta

pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisinkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh

orang muslim sesuai dengan ketentus agama untuk diberikan kepada yang berhak




menerimanya.
3. Muzakki adalah orasng atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban

menunaikan zakat
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

5. Agama adalah agama islam
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang

agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh
orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada
muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

BAB i
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan pajak berasaskan iman, dan tagwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai
dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5
Pengelolaan zakat bertujuan:
1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakal dalam menunaikan zakat sesuyai dengan tuntutan
agama,

2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakal dan keadilan sosial;
3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB Il ,
ORGANISAS| PENGELOLAAN ZAKAT




Pasal 6

{1) Pengelolaan zakat dilaakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah;

(2) Pembentukan badan amil zakat;

a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;

b. daerah propinsi oleh gubemur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi
c. daerah kabupaten atau daeraah kota oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor
departemen agama kabupaten atau kota;

d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan

(3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif,

konsuttatif, dan informatif.
(4) Pengurus amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi

persyaratan tertentu.
(5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur
pelaksana.

Pasal 7

(1) Lernbaga amil zakat dilakukan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
(2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksudkan dalam pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal? mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan
mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat berlanggung jawab
kepada pemernintah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10 . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan
dengan keputusan Menteri.

BAB IV
PENGUMPULAN ZAKAT



Pasal 11

(1) Zakat terdiri dari atas zakat mal dan zakat fitrah.
(2) Harta yang dikenai zakat adalah:

a. emas, perak, dan vang,

b. perdagangan dan perusahaan

c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;

d. hasil pertambangan;

e. hasil peternakan;

f. hasil pendapatan dan jasa;

g. rikaz.

(3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum
agama

Pasal 12

(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengamobil
dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

{2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki
yang berada di banik atas permintaan muzakki.

Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadagah, hibah, wasiat,
waris, dan kafarat.

Pasal 14

>

(1) Muzakki melakukan penghilungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan

hukum agam.
(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendin hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan
amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.

(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakal atau lembaga amil zakat dikurangkan
dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15



Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan
Menteri.

BABV
PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 16

(1) Hasil pengurmpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala perioritas kebutuhan mustahig

dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pangumpulan zakat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infag, shadagah, hibah, wasiat, waris, dan karafat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 didayagunakan tertama untuk usaha yang produktif.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan olehunsur pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

(2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.

(3) Unsur pengawas berkedudukan disemua tingkatan badan amil zakat.

(4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pewngawas dapat

meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pfelaksanaan tugasnya kepada Dewan
Perwakian Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai

dengantingkatannya.

Pasal 20



Masyarakat dapat berperan seria dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

BAB Vi
SANKSI

Pasal 21

(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak
benar harta zakatnya, infaq, shadaqgah, hibah, wasiat, waris, dan karafat sebagaiman dimaksud
dalam Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman
kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp
30.000.000.00(tiga puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

(3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak
pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan parundang-undangan yang beriaku.

BAB Vill
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh
unit pangumpul;an zakat padaperwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan
kepada badan amil zakat Nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,
pemarintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat. - .

BAB IX
KETENTUAN PERALIHN

Pasal 24

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap
berlaku sepanjang fidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang
berdasarkan Undang-undang ini.

{2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undan3-undang ini, setiap organisasi
pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan undang-undang ini.



; BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di jakarta
Pada tanggal 23 September 1909

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

v

Ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

-Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd
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